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ABSTRAK

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipia, diharapkan dJapat
mengakomodir para penggiat Hak Cipta dalam menjalankan kegiatannya. Hal
tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang, Hak
Cipta, Hak Cipta merupakan hak ckslusif bagi pencipta maupur pemegang Hak
Cipta. Dengan melekatnya hak ekslusif tadi, maka hak tersebut pun menjadi tujuan
komersial bagi para pencipta atau pemegang haknya, sehingga dengan adanya tujuan
komersial itu lah yang menjadikan masyarakat cendrung tidak taat dan patuh terhadap
hukum. Oleh karenanya dengan mudah dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran
Hak Cipta yang terus terjadi. Seperti pembajakan Vidio Compacdisc (VD).
Berdasarkan apa yang terjadi dalam masyarakat, maka per:egakan hukum menjaa:
sangat perlu untuk menekan pelanggaran Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum
yang dilakukan oleh penegak hukum dirasakan belum berwujud pada penegakan
yang berkeadilan, hal tersebut disebabkan kurangnnya wawasan normative
penyidik/penegak hukum dan belum terdapatnya kesamaan cara pandang secara
normative tentang pelanggran Hak Cipta. Dalam praktek ditemukan penegakan
hukum atas pelanggaran Hak Cipta yang berdasar pada ketentuan pidana
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Penegakan
dimaksud oleh penyidik selalu berhasil naik sampai kepengadilan, karena penyidik
mengacu kepada keterangan saksi ahli dari PPNS Dirjen HAKI yang nota bena
penyidik juga, yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, walaupun
dalam pemeriksaannya di pengadilan selalu dibebaskan oleh hakim pengadilan
setempat seperti perkara No.380/pid.Sus/2013/PN.JKT.BRT dimana Terdakwa
Pelanggar Hak Cipta dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Barat. Bebasnya Terdakwa dimaksud disebabkan kurangnya wawasan normative
penyidik dalam melakukan penyidikan. Paralel Conection merupakan lintas undang-
undang HAKI yang belum terdapat norma yang mengaturnya baik dalam Undang-
Undang Hak Cipta maupun undang-undang lainnya, namun dalam praktek sering
terjadi. Kemudian Penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dengan upaya
hukum pidana dengan gampang dilakukan, padahal untuk menyimpulkannya harus
terlebih dahulu adanya pengambilan hal yang substansial dari sebuah Hak Cipta, dan
dalam undang-undang pun tidak terdapat acuan bagian mana hal yang paling
substansial dari sebuah hak cipta, sehingga sangat sukar untuk menggolongkannya,
sehingga hal yang paling substansial tersebut hanya bisa dilihat dengan kasat mata
(Eye Catcing), oleh karenanya menurut penulis penegakan hukum pidana dalam
pelanggaran Hak Cipta sebaiknnya dilakukan secara perdata sedangkan upaya pidana
merupakan upaya terakhir (Last Resort/Ultimum Remedium). Berdasarkan hal
tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang pelanggaran
Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum secara represif terkait dengan upaya
hukum pidana dirasa belum meberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tindakan
pre-emtif dan preventif sebaiknnya lebih diutamakan dan terkait dengan sanksi
pidanya purlu dikaji penerapan Civil Penalty sebagai salah satu solusi dalam
perkembangan Hukum Pidana yang akan datang.

Kata Kunci.: Penegakan Hukum Paralel Conection Dalam Hak Cipta.
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ABSTRACT

Law no 19 of 2002 regarding Copyright, is expected to accommodate Copyright
activists in carrying out their activities. This is as defined in Article 2 paragraph (1)
Law of Copyright, that Copyright is an exclusive right for authors and holders of
Copyright

With exclusive rights attached before, this right become a commercial goal for the
crearor or rights holder, so that with the commercial purpose, it makes sociely tends
not to obey and comply with the law. Therefore, it is casily discovered the violations
of Copyright which continue (o occur.

Such as the piracy of video compact disc (VCD). Based on what is happening in the
society, the rule of law becomes very necessary o suppress infringement of
Copyright. On the other side, law of enforcement carried out by agencies of law
enforcement is not tangible on equitable enforcement, which is caused by a lack of
normative insight of investigator / law enforcement and there is not similarities in
normative perspective of Copyright violations.

In fact, we found enforcement of copyright infringement based on the criminal
provisions as stipulated in Article 72 of the Law of Copyright.

Enforcement by the investigator always successfully reach to court, because the
investigators refer to the testimony of expert witness of the Director General of
Intellectual Property Rights whose are also investigators, who concluded Copyright
infringement has occurred, although in the court examination always acquitted by
Judge of local court as the case No. 380 / specific criminal / 2073 / PN.JKT BRT
where the Accused Copyright Offenders released by the Panel of Judges of the West
Jakarta District Court.

the freedom of Accused is due to the lack of independent normative insight of
investigators in conducting investigations. Parallel connection is crossing
Intellectual Property Rights legislation which is not in the nor:as .ot oo b2l il
Copyright Law and other laws, but in practice often occurs.

The law of enforcement for violations of the Copyright law of criminal attempt may
easily done, but to conclude it , must first capture the substantial existence of a
Copyright, and the legislation there was no reference 1o any part of the most
substantial of a copyright , so it is difficult to classify, so that the most substantial
thing can only be seen with the naked eye (eye catching), therefore, according to the
authors of criminal law of enforcement in violation of Copyright civil better be done
while the criminal attempts are at last effort (Last Resort / Ultimum Remedium).
Based on this, it is needed a common perception among law enforcement on
infringement of Copyright. On the other hand, the repressive law enforcement
related to criminal law efforts are still not providing a deterrent effect
to the actors, so that pre-emptive action and preventive should be prioritized related
1o criminal sanctions and need to be reviewed by the application of Civil Penalty as
one of the solutions in the development of the next Criminal Law.

Keywords .: Law Enforcement Parallel in Connection with Copyright
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